
PEl'v:JERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERATURAN DAERAH KABU PATEN KAPUAS 

NOMOR 2 T AHUN 2005 

TEN T AN G  

KEDUDUKAN PROTOKOLERDAN KEUANGAN PIMPINANDAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS 

DENG AN RAID✓.rAT TUHAN YANG MAHA E SA 

BUPATI KAPUAS 

Menimbang a .  bahwa u ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan 

Mengingat 

Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan 
Keuangan Pimpinan clan Anggola Devvan Pervvakilan Rakyat Daerah, perlu 
menetapkan Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota 
Devvan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas. 

b. b ahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkannya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcmbcntukan Daerah
T ingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun
1959 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Nornor 1820); 

2. Undang-Undang N ornor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara
Tahun Repu bi ik Indonesia 1987 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara
Nornor 3363);

3 .  Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor4286); 

4. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan clan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Devvan Pervvakilan Rakyat, Dewan
Pervvaki lan Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 431 O);

5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nornor4355);

6 Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 
Nomor 53 , Tambahan LembaranNegara Nornor4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan
Lembaran Negara Nornor4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);



9 . Peraturan Pemerintah N omor 62 Tahun 1990 t entang Ke ten tu an 
Kep rot ok olan Mengenai Tata Tempat, Tata U pacara dan Tata 
Penghormatan (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
90 , Tambahan Lembaran Negara N omor 3432); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2 000 tentang Kewen angan 
Pemerintah dan Kewenangan P ropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3 952); 

11 Peraturan Pemerin tah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban K euangan Daerah (Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Tahun 2000 N omor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
40 22) ; 

12 Peraturan Pemerin tah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara*$4pmor4090); 

13. Peratur an Pemerintah N omor 24 Tahun 2 004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimp inan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
9 0, Tambahan Lembaran Negara Nom or4416); 

14. Peratu ran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2 000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Kapuas; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

dan 
BUPATIKAPUAS 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENT ANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS . 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas; 
3. K epala D aerah a tau disebut juga Bupati adalah Bupati Kapuas; 
4 . Wakil Kepala Daerah atau disebut juga Wakil Bupati adalah Wakil B upati 

Kapuas; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat D aerah selanju tnya disebu t D PRD adalah 

D ew an Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas; 
6. Pimpinan DPRD adalah Keb.la dan Wakil-Wakil Kaua DP RD Kabupaten 

Kapuas; 



7. Anggota DPRD ada lah Anggota 13) PRD Kabup a ten Kapuas clan tel ah 
diresmikan keanggo taannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kapuas 
clan telah mengucapkan Sumpah / Janji berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pcrundang-undangan; 

8. Sekretariat DPRD adalah S ekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yang 
merupakan Unsu r Pendukung DPRD Kabupaten Kapuas sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
clan Kedudukan Majelis Perrnusyawara'tan R akyat, Dewan Peiwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah clan Dew an Perwakilan Rakyat Daerah; 

9. Sekretaris DPRD ada lah S ekretaris DPRD Kabupaten Kapuas sebagai 
Pejabat Perangkat Daerah yangmemimpin Sekret ariat DPRD K abupalen 
Kapuas; 

10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang d iberikan kepada 
seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan clan tata tempat 
dalam acara resmi atau pcrtemuan resmi; 

11. Protokol ad alah serangkaian a turan dalam a c ara kenegaraan alau acara 
resmi yang meliputi aturan mengenai tata temp at, tata upacara dan ta ta 
penghorrnatan sehubungan dengan penghorrnatan kepada seseorang sesuai 
dengan jabatan clan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerinlahan atau 
masyarakat; 

12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur clan dilaksanakan 
o leh Pemerintah Daerah atau Lemb a g a Perwakilan Daerah, dalam 
melaksanakan tugas clan fungsi tertentu, d ihadiri oleh Pejabat Negara, 
Pej abat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainn ya; 

13. Tata up acara ada lah a turan untuk melaks an akan up acara d a lam acara 
kenegaraan clan acara resmi; 

14. Tata temp at adalah a b.lran mengenai urutan temp a t b agi Pej a bat Negara, 
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah clan tokoh masyarakat 
tertenb.l dalam acara kenegaraan at au acara resmi; 

15. Tata penghorrnatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian horrnat 
bagi Pejabat P emerintah, Pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat 
tertenb.l dalam acara kenegaraan atau acara resmi 

16. Uang representasi adalah uang y ang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan clan Anggota DPRD Kab upaten Kapuas sehubungan dengan 
kedudukannya seb a gai p impinan clan anggota DPRD Kabupaten Kapuas; 

17. Uang Paket ad alah uang yang diberikan setiap b u lan kepada Pimp in an clan 
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas .da lam menghadiri clan mengikuti 
rap at-rap at d ina s; 

18. Tunjangan J abatan ada lah uang yang diberikan setiap bulan kep ada 
Pimpinan clan Anggota DPRD K a bupaten Kapuas karena ked udukannya 
sebagai ketua, wakil keb.la clan anggota D PRD Kabupaten K apuas; 

19. Tunjangan alat keleng kapan DPRD Kabup a ten Kapuas adalah tunjangan 
yang d iberik an setiap bulan kep ada P imp inan atau Anggota DPRD 
Kabupaten K apuas sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau 
w akil ket ua a tau anggota paniti a musyawarah a tau komi s i a tau badan 
kehormatan, a t au p anitia anggaran atau a lat k eleng kapan lainnya; 

20 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pimp inan clan Anggota PDRD Kabupaten K apuas berupa tunjangan 
pemeliharaan kesehatan clan p engobatan, rumah j abatan clan 
perlengkapanny a/rumah d inas , kendaraan dinas j ab at an, pakaian dinas, 
uang duka wafat/tewas clan banb.lan b iaya pengurusan jenazah; 

21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan k epad a Pimp inan clan 
Anggota DPRD K abupaten K apuas atas j asa pengabdiannya sefelah yang 
bersangkutan d iberhentikan dengan hormat; 

22. Pej ab at Pemerintah adalah Pej abat Pemerintah Pusat y ang diberi 
tu gas tertenb.l d i b idangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 



23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya d isebut APBD 
adalah rencana keuang an tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K abupaten Kapuas 
dan dttetapkan dengan Peraturan D aerah Kabupaten Kapuas; 

24. Pejatat Pemerintah D aerah adalah pej abat daerah otonom yang d iberi 
tug as t erterlb.l dibidangnya sesuai dengan p eraturan perundang-undangan; 

25. Instansi vertikal ada lah Perangkat Departemen dan atau Lembag a 
P<e1w:::riuLal1 1-iuu D,:::parL<::u1<e11 d i Da<e1·al1. 

26. Belanj a Penunjang Kegiatan DPRD ada lah Anggaran Belanj a untuk 
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD . 

BAB II 
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIIVIPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertaina 

Acara Resrni 

Pasal 2 

(1) Pimpinan d an Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam 
Acara Resmi. 

(2) Acara Resmi sebaga imana d imaksud p ada ayat (1) meliputi : 
a . Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan d i Daerah, yaib.l acara 

resmi yang diadakan di Ibukota Daerah, Kecamatan dan Kelurahan I 
Dcsa; 

b. Acara Resmi Pemerintah 
Pemerint ah; 

D aerah yang menghadirkan Pejabat 

c. Acara Resmi Pemerintah 
Pemerintah Daerah. 

Daerah yang dihadiri 

Bagian Kedua 

Tata Tempat 

Pasal 3 

oleh Pejabat 

Tata temp at Pimp in an dan Ang go ta DPRD dalam acara resmi yang d iadakan 
d i ibukota Daerah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD disebelah k iri Kepala Daerah; 
b . Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah 

Pejabatinstansi Vertikal lainnya; 
c. Anggota DPRD d itempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah D aerah 

lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kep ala Dinas / Badan 
dan atau Sab.lan Kerja Daerah la innya. 

Pasal 4 

Tata temp at dalam rapat-rapal DPRD seba gai berikut • 
a Ketua DPRD didampingi oleh W akil-Wakil Keb.la DPRD; 
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah 

k aIHil l K<:::Lua DPRD, 
c Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; 
d Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan unb.lk anggota; 
e Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi RuangRapat; 



Pasal 5 

Tata tempat d alam Acara P engamb ilan Sumpah / J anji dan Pelantikan Kepala 
Daerah dan Wakil K epala Daerah sebag a i berikut : 
a. Ketua DPRD disebe lah kiri Pej abat yang akan mengamb il Sump ah / Janj i 

dan melantik K ep ala Daerah dan Wakil Kep ala Daerah; 
b . Wakil-Wakil Ketua D PRD duduk di sebe lah kiri Ketua DPRD; 
c. Anggota DPRD menduduki temp at yang telah disediakan u ntuk Anggota; 
d. Kepala Da erah dan Wakil K epala Daerah yang l am a, duduk disebelah 

kanan Pe jabat yan g akan m engambil Su m p ah / J anj i dan melantik Kepa la 
Daerah d an Wakil Kepala D aerah; 

e. Ca lon Kepala D aerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk 
disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD; 

f S ekretari s DPRD, peninjau d an undangan sesu ai d engan kondisi Ruang 
Rapat; 

g Man tan K epala Daerah dan Wakil Kep ala Daerah setelah p elantikan du duk 
di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD; 

h . Kepala Daerah d an Wakil Kepa la Daerah yan g baru di lantik duduk d i 
sebelah kanan Pejabat yang mengamb il Sumpah /Janj i dan m e lantik Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 6 

Tata t em pat d alam Acara Pengucapan Su mpah / J anj i Ang g ota DPRD 
melip uti : 
a P im p inan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua 

Pengadilan Neg er i atau Pej abat yan g ditunjuk duduk d i sebelah kanan 
Kepala Daerah; 

b Angg ota DPRD yang akan m engucapkan Sump ah / Janji du du k di tempat 
yang telah disediakan; 

c Setelah m engucapkan sumpah ,'.janji Pimpinan Sementara DPRD du duk di 
sebelah k iri Kepala Daerah; 

d P imp inan DPR D yang lam a dan Ketua P en g adilan Negeri atau Pejabat 
yang ditunjuk duduk di temp at yang te lah disediakan; 

e Sekretaris DPRD du duk di belakang P imp inan DPRD; 
f P ara undang an dan anggota D P RD lainn ya du duk di t em p at yan g telah 

disediakan; d an 
g P ers/Kru TV/Radio dise diakan tempat tersendiri. 

P asal 7 

Tata tempat dalam Acara Pengamb ilan Sumpah / Janj i dan Pelantikan Ketua 
dan Wakil-Wakil Ketua DPRD h asil Pem ilihan Umum seb agai berikut 
a Pimp inan S emen tara D PRD du duk di sebelah k ir i Kepala Daerah dan 

Wakil K epala Daerah; 
b P im p in an S em en tara DPR D duduk d i seb e lah kanan Ketu a P en gadi lan 

Negeri; 
c Setelah pelantikan, Ketua DPRD dudu k d i sebelah k iri Kep a la Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD du du k di sebelah Ketua 
DPRD; 

d Mantan Pimpinan Sementara D PRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di 
tempat yang t elah disediakan. 



Bagian Ketiga 

Tat.a Upacara 

Pasal8 

(1) Tata Upacara d a lam Acara Resmi dap at b erupa upacara bendera atau 
bukan upacara b end era. 

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketcrtiban dan kehikmatanjalannya acara 
resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan p eraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat. 

Tat.a Penghormat.an 

Pasal9 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendap at penghormatan sesuai dengan 
penghormatan yang d iberikan kepada Pej abat Pemerintah. 

(2) Penghormatan seb agaimana d imaksud pad a ayat ( 1) , d ilaksanakan sesuai 
dengan k etentuan peraturan perundang-undangan. 

BABm 
BELANJA Pll\1PINAN DAN A N GGOTA DPRD 

Bagian Pertama 

Penghasilan 

Pasal 10 
Penghasilan Pimpinan darf Anggota DPRD terdiri dari : 
a Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunj angan Jabatan; 
d Tunj angan Panitia Musyavvarah; 
e. Tunjangan Komisi; 
f Tunj angan Panitia Anggaran; 
g Tunj angan Badan Kehormatan; 
h. Tunj angan alat Kclengkap an lainnya. 

Pasal 11 

(1) P impinan dan Anggota DPRD d iberikan Uang Representasi. 

(2) U ang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang 
ditetapkan Pemerintah. 

(3) U ang Repres entasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 o/o (delapan puluh 
perseratus) d ari Uang Repr esentasi Ketua DPRD. 

(4) U ang Representa si Anggota DPRD s eb esar 75 o/o (tujuh puluh lima 
perseratus) d ari Uang Repr esentasi Ketua DPRD. 

(5) Selain Uang Representasi yang d ib erikan seba g a imana d imaksud pada 
ayat (1) juga d iberikan Tunj angan Keluarga d an tunjangan Beras yang 
besamya sama dengan ketenb.lan yang b erlaku p ada P egawai Negeri SipiL 



Pasal 12 

(1) P impinan dan Anggota D PRD diberikan Uang Paket; 

(2) Uang Paket seb agaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh 
perseratus dari Uang R epresentasi yang bersangkutan 

Pasal 13 

( ! ) P imp inan dan Anggota DPRD diberikan Tunj angan Jabatan; 

(2) Tunjangan Jab atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % 
(seratus em pat puluh lima perseratus) dar i m asing-m asing Uang 
Representasi. 

Pasal 14 

( 1 ) Pimp inan a tau An ggota DPRD yang duduk d al am Pan itia 
Musyawarah atau K omisi atau Panitia Anggaran atau alat K elengkapan 
lainnya yang diperlukan diberikan tunj angan sebagai berikut 
a. Ketua sebesar 7 ,5 % (tujuh setengah perseratus) d ari tunjangan Jabatan 

K etua DPRD; 
b. Wakil K etua sebesar 5 % ( lima perseratus) dar i tunjangan Jabatan 

KetuaDPRD; 
c. Sekretaris s ebesar 4 % (emp at perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
d. Anggota s ebesar 3 % (tiga perseratus) dar i tunjangan J abatan Ketua 

DPRD; 

(2) Tunjangan Badan K ehormatan P impinan atau Anggota DPRD yang dudu k 
dalam Bad an K ehormatan, diberikan tunj angan seb agai Berikut: 
a. Ketua paling tinggi 7,5 % (tujuh s etengah perseratus) dari tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % (lima perseratus) d ari b.m jangan J abatan 

KetuaDPRD; 
c. A nggota p aling tinggi 3 % (tiga perserat u s) dari tunjangan Jab at an 

KetuaDPRD; 

Pasal 15 

(1) P a jak Penghasilan Pimpinan D PRD diken akan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Penghasilan Pimpinan dan .A.nggota DPRD sebagaimana d imaksud pada 
P asal 10, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada K euang an Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan yang b erlaku; 

(3) Penghasilan P imp inan dan Anggota DPRD diluar seb agaimana dimaksud 
pada Pasal 10, Pajak Penghas ilannya (PPh) t idak dibebankan pada 
Keuangan Daerah. 

BagianKedua 

Tnnjangan Kesejahteraan 

Pasal 16 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan 
Paneliharaan Kesehatan dan Pa1gobatan yang besamya sama dengan ketentuan 
vangberlaku pada P egawai Negeri Sipil G olongan IV. 



(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Tunjangan 
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, yaitu suami atau isteri beserta 
2 (dua) orang anak 

(3) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan 
ketentuan yang berlaku p ada Pegawai N egeri Sipil golongan IV . 

(4) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi 
asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang d itunjuk 
o lehJl'emerintah D aerah. 

Pasal17 

(I) Pimpinan DPRD dib erikan masing-masing 1 (satu) tumahjabatan beserta 
perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan saat penyerahan 
pemakaiannya d ituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah 
Daerah dengan Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah J ab atan beserta perlengkap annya dan 
kendaraan dinasjabatan d ibebankanpada APBD. 

(3) Dal am hal P impinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan 
dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling Iamb a t 
1 (satu) bulan sejak tanggal pembernentian. 

Pasal 18 

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing ! (sa tu) rumah d inas 
beserta perlengkapannya sesuai standar yang ditetapkan Kepala Daerah 
dan s aat penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian 
antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan. 

(2) Belanj a Pemeliharaan Rumah Dinas dan periengkapannya dibebankan 
padaAPBD. 

(3) Dalam ha! Anggota DPRD dibernentikan atau berakhir masa baktinya, 
wajib mengembalikan rumah dina s beserta perlengkapannya dalam 
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling Iambat 1 (satu) bulan 
sej ak tanggal pembernentian. 

Pasal 19 

Rumah J abatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta 
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat 
disewabelikan atau d igunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah 
strukturbangunan dan status hukumnya . 

Pasal 20 

(1) Dal am hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah j abatan 
P impinan a tau tumah d inas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunj angan petumahan. 

(2) Tunjangan Petumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang 
sew a rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat 
yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 



Pasal21 

(1) Apabi la kondisi Keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk 
mendukung kelancaran tugas, fungs i dan wewenang DPRD, Pemerintah 
Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional roda 
(dua) kepada Anggota DPRD dan roda 4 (empat) kepada Alat 
Kelengkapan DPRD; 

(2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada 
Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat. ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala D aerah, dengan 
memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran 

Pasal22 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya 
berupa: 
a. Pakaian S ipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) 

tahun; 
b. Pakaian S ipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 

tahun; 
c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pa sang dalam 5 (lima) 

tahun. 

(2) Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk 
mendukung kelancaran tugas, fungs i dan wewenangDPRD, Pemerintah 
Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) kepada Pimp inan dan Anggota DPRD; 

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetap kan dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal23 

Dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris 
diberikan: 
a. Uang D uka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang rcpresentasi atau apab ila 

meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas 
sebesar 6 (enam) kali uang representasi 

b. Bantuan b iaya pengurusan jenazah yaitu b iaya dari rumah duka a tau tempat 
tugas sampai ke tempat pemakaman. 

Ba gian Ketiga 

UangJasa Pengabdian 

Pasal24 

(1) Pimp inan atau Anggota D PRD yang meninggal dunia atau mengakhiri 
masa baktinya diberikan uang j asa pengabdian. 

(2) Besamya uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat ( 1) d isesuaikan 
dengan masa bakti Pimpinan atau Anggota DPRD dengan ketentuan : 
a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) t ahun, dih itung 1 (satu) tahun penuh 

dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi 
b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, d iberikan uang pengabdian 

1 (satu) bulan uang representasi. 
c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, d iberikan uang pengabdian 

2 (dua) bulan uang representasi. 



d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun , d iberikan uang pengabdian 
3 (liga) bulan uang representasi. 

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang pengabdian 
4 (empat) bu lan uang representas i. 

f Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tah un, diberikan uang pengabdian 
setinggian-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi. 

(3) Dal am hal Pimpinan atau Anggota DPRD men inggal dunia, uang j asa 
pengabdian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) d iberikan kepada ah li 
wansnya. 

(4) Pembayaran uang jasa p engabdian di lakukan setelah yang bersangkutan 
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan 
perab.lran p erundang-undangan 

BABIV 
BELANJA PENUNJANG KE GIA TAN DPRD 

Pasal 25 

(1) Belanja Penunjang Kegiatan d isediakan untuk mendukung kelancaran 
tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD , d isesuaikan 
dengan kemampuan keuangan D aerah. 

(3) Fungsi DPRD sebagaimana dirnaksud ayat (1) terdiri dari • 
a. Legislas i; 
b. Anggaran; 
c Pengawasan. 

(4) Tugas dan wewenang DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari • 
a Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala D aerah 

untuk mendapat persetujuan bersama; 
b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Kepala Daerah; 
c Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan 

Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, 
Keb ij akan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 
Pembangunan Daerah dan ketjasama Intemasional di D aerah; 

d Mcngusu lkan pcngangkatan dan pcmberhentian Kepala D aerah kepada 
Menteri Dal am N egeri melalui Gubemur; 

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam ha! terjadi kekosongan jabatan 
Wakil Kepala Daerah; 

f Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
terhadap rencana perjanjian intemasional yang menyangkut 
kepentingan daerah; 

g Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala D aerah 
dalam penyelenggaran pemerintahan daerah; 

h. Menberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar d aerah dan 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

1. Tugas-b.lgas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 

(5) Renc ana Kerj a Tah unan dapat berupa kegiatan kunjungan kerj a; 
penyiapan; pengkajian dan penelaahan Peraturan D aerah; pen ingkatan 
SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan 
dan kemasyarakatan dan kegiatan kepanitiaan. 



(6) Harga Satuan Belanja Biaya Penunjang kegiatan D PRD d isusun secara 
r asional, w ajar, patut dan terukur mengacu kep ada harga standar b arang 
d an jasa yang d itetapkan oleh Kep a la Daerah b crd asarkan P eraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(/) Rene an a Kerj a yang d itetapkan oleh P imp inan D PRD d iformulasikan 
k ed alam R encana Anggaran S atuan Kerja (RASK) dan Dok umen 
Anggaran Satuan K erj a (DASK) b erkenaan. 

(8) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
d ianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , Belan ja 
Perjalanan D inas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos 
B elanja Sekretariat DPRD. 

BABV 
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD 

Pasal 26 

(1) Sekretaris DPRD menyusun be lanj a DPRD yang terdiri atas belanja 
penghasilan P imp inan dan Anggota DPRD, tunjangan k esejahteraan 
Pimpinan dan Anggota DPRD dan b elanj a Penunjang Kegiatan DPRD 
yang d iformulasikan kedalam R encana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja Penghasilan P imp inan dan Anggota D PRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan 
dalam Pos DPRD. 

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD seb agaimana 
dimaksiu' pa ia " : \ \ ( 1) kv-;ebu! dnlam ketentuan Pasal 16, I' ,,sal 17. Pns.i.1 
18, Pasai 20, Pasal 21, P asal 22 dan Pasal 23 serta B elanja Penunjang 
Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 
dianggarkan dalam Pos Sekrctarial DPRD yang diuraikan kedalam jenis 
belanja sebagai berik ut: 

a. B elanja Pegawai antara lain unh.lk kebutuhan belanja Gaj i dan 
T unjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golonganjabatan; 

b . Belanja Barang dan Jasa, yaitu untuk kebutuhan b elanja barang dan 
dan jasa h ab is pakai, sep erti alat tul is k antor, pakaian dinas Pimpinan 
d an Anggota DPRD dan Pegawai, SekretariatDPRD, sewa rumah, 
p remi asu ransi kesehatan, konsumsi r ap at daerah, belanja listrik, 
t elepon, a ir, gas dan ongkos k antor lainnya; 

c. B elanja Perjalanan Dinas, yaitu belanja p erjalanan dinas Pimp inan dan 
Anggota D PRD dalam r angka melaksanakan tugasnya at as nama 
lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupu n 
k eluar Daerah yang besamya disesuaikan dengan standar p enjalanan 
d inas Pegawai Negeri Sip ii Tingkat A yang ditetapkan ole h Kepala 
Daerah; 

d Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dun prasarana 
ged1.mg kanlor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan 
d an rumah dinas Anggola DPRD dftn Kcndaraan Dinas Pimp in an 
DPRD; 

e. Belanja Modal antara lain untuk k ebutuhan p embangunan/p erluasan/ 
penambahan G edung Kantor/Rumah Jab atan/Rumah Dinas, pengadaan 
perlengkap an/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah 
d inas Anggota DPRD, perlengkapan/p eralatan kantor, pengadaan 
k endaraan d inas Pimpinan DPRD , yang sifatnya menambah nilai 
kekayaan daerah. 



(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris 
DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal27 

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeiuaran atas beban belan ja 
DPRD untuk tu juan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum 

Pasal 28 

(1) Anggaran belanj a DPRD merupakan bagian yang t idak Icrpisahkan dan 
APBD. 

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan perlanggungjavvaban belanja 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isamakan dengan belanja 
satuan kerja perangkat daerah lainnya. 

BABVI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
D aerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran D aerah Kabupaten 
Kapuas. 

D itetapkan di Kuala Kapuas 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
p ada tanggal 16 Mei 2005 

KABUPATEN KAPUAS, 

LE:MBARANDAER.AH KABUPATENKAPUAS 
TAHON 2005 NOMOR : 02 

Telah mendapat klarifikasi Gubernur K alimantan Tengah 
melalui Surat Nomor.i88.342/604/HUK tanggal Z7 April 2005 

•al4 April 2005 

perihal Klarifikas i Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2005 




